PEMBERDAYAAN INFRASTRUKTUR POLITIK
DALAM UPAYA MEMANTAPKAN
KETAHANAN NASIONAL

LATAR BELAKANG

Oleh : Ir. Tjuk Sukardiman, MSi

Keberhasilan pembangunan’Orde Baru dilakukan berkat pendekatan Trilogi Pembangunan yang
selama Pelita | dan/Pelita Il yang menekankan pada stabilitas, kemudian'pada Pelita Il dan Pelita
IV pada pertumbuhan dan pada Pelita V dan’ Pelita Vi penekanannya dengan\meningkatkan
pemerataan, haliinitelah terbukti selama lebih dari tiga.dekade dalam kurun-waktu PJP | dan Pelita
VI telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dari tingkat
pendapatan perkapita hanya sebesar US$ 50 pada awal Orde Baru (1966) ataulUS$ 70 pada awal
Pelita 1 (1969) menjadi US$ 1.200 pada-pertengahan Pelita Vi (1995).

Namun pada medio
N 1997 telah terjadi kri-

sis moneter yang ber-
kembang menjadi  krisis
ekonomi, dan bahkan krisis to-
tal pada awal 1998 tetap tidak
direfleksikan ke dalam.peru-
musan kebijakan' nasional
dalam Sidang Umum ‘MPR-RI
1999. Kondisi tersebut“telah
memicu gejolak yang lebih
besar menjadi tuntutan refor-
masi total di bidang politik,
ekonomi dan hukum. Krisis
tersebut bukan hanya diaki-
batkan oleh pengaruh eks-
ternal dengan merosotnya
nilai tukar mata uang negara-
negara ASEAN dan Asia Timur
terhadap dollar AS, tetapi juga
ditentukan oleh kondisi internal
oerekonomian Nasional Indo-
- nesia yang sangat rentan

terhadap gejolak menguatnya
mata uang dollar AS yang
terjadi. Hal ini diakibatkan
karena -rapuhnya- struktur
permodalan: dalam pereko-
nomian nasiondl yakni ting-
ginya tingkat hutang, baik
pemerintah maupun swasta
Kondisi tersebut telah dimung-
kinkan dengan berkembang-
nya penyelewengan moral
(moral-hazard) dalam setiap

infrastruktur-politik, di sam-
ping membenahi suprasruktur
politik yang telah dilakukan.
Pemberdayaan tersebut di-
harapkan ‘dapat berlangsung
justru dalam Keadaan meng-
hadapi krisis saat ini. Se-
andainya pemberdayaan infra-
struktur” politik telah ber-
langstng selama kurun waktu
ofde baru, secara hipotetis
dapat diharapkan bahwa krisis

transaksi-perekonomian yang—total-yang diatami bangsa

jauh dari suasana transparan-
si, akuntabilitas dan keikut-
sertaan masyarakat luas atau
yang lebih terkenal dengan
KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).

Dalam upaya mewujudkan
terselenggaranya fungsi kontrol
sosial yang lebih baik maka
perlu dilakukan pemberdayaan

Indonesia saat ini mungkin
tidak akan berlangsung lebih
parah darn memakan waktu
lebih lama.

GAMBARAN PEMBANGUN-
AN BIDANG POLITIK

Walaupun parpol-parpol non
komunis berperan aktif dalam



Tokoh-tokoh Nasionai - Gambaran Wienuju indonesia Baru (Dok BB)

penumpasan - G30 S/PKI pada
tahun 1965/1966 dan men-
dukung sepenuhnya pelak*
sanaan /Pancasila dan UUD
1945 secara murni | dan
konsekuen serta penerapan
sistem demokrasi Pancasila,
tetapi peran dan fungsi parpol
dalam proses politik-pada
dasarnya belum dapat:.dikata-
kan mengalami perbaikan;
masih seperti masa sebelums=
nya, kemerosotan peran.dan
fungsi parpol pada masa De-
mokrasi Pancasila ada dasar-
nya disebabkan aktor ekster-
nal dan sekaligus juga faktor
internal sebagaimana menyitir
uraian (M. Djadijono: 1995)
maka paling tidak ada 6 (enam)
taktor—yang-—mempengaruhi
kehidupan parpol dalam partai
politik.

Faktor eksternalnya, seperti
antara lain: Pertama, proses
penyederhanaan kepartaian
(Tap MPRS No. XXII/MPRS/
1966) yang merupaka him-
bauan Pemerintah Orde Baru
dan bukan atas kehendak
parpol itu sendiri sehingga

Pemerintah secara tidak lang-
sung melibatkan diri dalam
memilih-pemimpin-pemimpin
partai utama. ‘Kedua, upaya
Orde Baru dalam restruktu-
risasi ‘lembaga-lembaga politik
pada dasarnya dilatarbela-
kangi-motivasi_ untuk -men-
ciptakan suasana akan ke-
kKuatan politik yang tergan-
tung pada dan terkendali oleh
pemerintah dengan cara mela-
kukan.intervensi agar parpal
tetép dipimpin oleh orang-
orang ‘yang loyal kepada misi
dan kepentingan birokrasi.
Ketiga, jaringan hubungan
antara elit partai dengan
massa (khususnya PPP dan
PDI) diputus melalui penerapan
ststem-massa-mengambang;
tetapi-tidak kepada Golkar.
Untuk mengimbangi pengaruh
parpol, maka dibentuklah
organisasi baru yang berafiliasi
kepada Golkar dan organisasi-
organisasi lain yang lazim
disebut organisasi sosial
masyarakat, profesi/fungsional
(Orsosmasinal). Keempat,
posisi yang makin menguat

dari kedua parpo
(PPP  dan PDI‘f
dianggap sebaga
ancaman bera
apalagi setelah dug
kali Pemilu PD
mengalam|
peningkatan dalan
perolehan suar:
(1987 dan 1992
perkembangan ir
dihambat dengal
dalih dan cara, sala|
satunya adalah ber
tuk hambatan geral
langkah parpc
dalam kasus PD
Kelima, dilakukanny
politisasi birokras
yang sangat tinggi, yaitu pe
nempatan pegawai nege
sebagai elemen pokok Golke
dan penempatan mereka dalar
lembaga-lembaga perwakila
rakyat (MPR, DPR dan DPRL
dalam jumlah yang lebih banye
dari elemen-elemen lainnyz
serta penempatan aparatt
pemerintah desa dan kece
matan sebagai aktifis golke
ditambah kader-kader Golk:
di"pedesaan. Keenam, upay
untuk 'menjamin kemenange
mutlak Golkar dalam Pemil
seperti diberita kepada pemil
bahwa menentang Golk:
berarti menentang Pemerinte
atau menentang bangsa de
karenanya tidak dapat peke

—jaan—atau—petayanan—dz——

pemerintah.

Sedangkan faktor intern
yang menyebabkan mer
sotnya peran dan fungsi pe
pol di masa demokrasi Panc
sila (Orde Baru) antara la
karena kehidupan parte
partai politik sering diwarn
oleh konflik internal. Konf
dalam tubuh PPP terja



menjelang dan ~ sesudah seharusnya mampu ber- mendominasi hampir setliap
muktamar lll tahun 1994 serta kembang makin mantap dan aspek dan segi kehidupan
dalam pelaksanaan Musya- dapat melaksanakan tugasnya masyarakat.

warah-musyawarah Wilayah secara lebih teratur, namun Pemilihan umum sebagai
dalam tahun 1995 (Jawa Timur,  kenyataannya tidak demikian.  salah satu perwujudan ke-
DKI Jakarta, Sulawesi Selatan Mekanisme politik yang daulatan rakyat memang telah

Sumatera Utara) PDI pun dimaksud dalam sistem politik dapat dilaksanakan secara
dilanda konflik pada pra, se- Indonesia adalah mekanisme berkala setiap lima tahun se-
lama pasca Kongres Il hubungan antar lembaga kali selama Orde Baru, namun
(1986), Kongres IV (1998), KLB ~ dalam suprastruktur, di dalam pemilu maknanya hanya
di Surabaya dan Munas di infrastruktur dan hubungan sebagai pemenuhan formal
Jakarta (1993) sampai dengan  antar supra dan infrastrukiur agenda nasional, dan bukan
pasca pelaksanaan Konfe- politik yang dijiwai dengan sebagai perwujudan hak politik
rensi-konferensi Daerah PDI _semangat kekeluargaan dalam warga negara.

tahun 1994. tatanan Demokrasi Pancasila.

Infrastruktur politik-yang " Tata hubunganwyang adacu- " PERKEMBANG AN
terdiri dari orpol dan ormas'  kup fleksibel yang mengan-/ LINGKUNGAN STRATEGIS
dalam kehidupan/Demokrasi “dung nilai kebersamaan
Pancasila sehafusnya dapat dengan mengutamakan ke- Perkembangan Lingkungan
secara berkesinambungan pentingan rakyat/nasional serta  Strategis akan ditijau dari
digunakan untuk mengukur mampu berperan-secara aktif tingkat .pengaruh secara
sejauh mana ‘partisipasi dan berdasarkan_ nilai dan-norma internasional, regional dan
kualitas politik rakyat. Demi- politik/Pancasila, namun.pada nasional terhadap Ketahanan
kian pula sebagai subyek/ kenyataannhya mekanisme. ini Nasional dengan menggunakan
pelaku demokrasi, peranan ;sering terdistorsi oleh ke-| instrumen Analytical Hierarchy
orpol dan ormas seharusnya. pentingan kekuatan tertentu, . ' Process (AHP).
secara transparan dapat di= | sehingga belum berlangsung
lihat kehidupan/dinamika  secara efektif untuk ke- Perkembangan Lingkungan
politiknya dari satu Pemilu . pentingan masyarakat luas. Strategis Internasional
sampai kepada Pemilu beri- Pada sisi lain, keadaan
Kutnya melalui-pengekspre- sosial -ekonomi masyarakat Dalam mengukur tingkat
sian program-programnya. - dijadikan alasan untuk-men- pengaruh-faktor lingkungan
Kedudukan infrastruktur po- jauhkan masyarakat dari politik strategis = secara inter-
litik ini semakin signifikan agar mereka dapat memberi .nasional terhadap Ketaha-
manakala mereka dapatmeng- . perhatian utama pada pe< nan nasional akan dilihat
artikulasikan dan ‘mengag- ningkatan kesejahteraannya. terhadap isu yang sedang
regasikan kepentingan poli- Dengan kata lain, masyarakat bekembang di dunia inter-
tiknya yang berorientasi pada  lebih didorong untuk berperan _nasional, yaitu masalah
kepentingan rakyat pemilih- “sebagai  pelaksana pem- HAM, pelaksanaan demok-

| nya _maupun_kepentingan _bangunan ——kesejahteraan  rasi-dan-liberalisasi-dalam

nasional yang sesuai dengan daripada sebagai partisipan perdagangan.

tuntutan sistem politik Demok- aktif dalam proses politik Sedangkan Konsep dasar

rasi Pancasila. nasional. Tannas dalam kehidupan
Dengan disahkannya Un- Selanjutnya demi stabilitas  nasional meliputi 8 aspek yang

dang-Undang No. 3 Tahun 1985  politik guna perbaikan mutu meliputi :

tentang Partai Politik dan Go- kehidupan sosial ekonomi ma-

longan Karya dan UU No. 8 syarakat, hasil lainnya dari 1) Tri Gatra : yang melekat

tahun 1995 tentang Organi- pengorbanan demokrasai ada- pada negara meliputi
sasi Kemasyarakatan, organisi  lah pemerintah menjadi suatu geografi, kekayan alam dan
infrastruktur politik sudah kekuatan "hegemonik" yang kependudukan



2) Panca Gatra : asfek yang
termasuk dalam Panca
Gatra meliputi aspek-aspek
IPOLEKSOSBUD HANKAM

| 3) Faktor yang diangkat se-

bagai faktor yang mem-
pengaruhi Tannas adalah
HAM, Demokrasi dan
Liberalisasi.

Setelah dilakukan identifikasi
variabel, maka sebagai langkah
awal yang dilakukan adalah
melakukan penyusunan struktur
hirarki permasalahan.

Selanjutnya dilakukan peni-
laian faktor-iaktor pengaruh
tersebut terhadap Panca Gatra
dengan menggunakan instrumen
Analitical hierarchy Process
dan hasilnya sebagai berikut

Terlihat dari tabel di atas,
parameter politik dan ekonomi
sangat sensitif terhadap faktor
lingkungan strategis inter-
nasional yaitu isu HAM dan
demokrasi, sehingga periu
upaya pembenahan. pada
parameter tersebut.

Perkembangan Regional

Dalam analisis pengaruh
Perkembangan. Regional
terhadap Ketahanan Nasional
akan dilihat kondisi dari

Tannas-datam-menghadapi-

isu yang sedang bekembang
sekarang ini di wilayah regi-
onal khususnya kawasan
ASEAN, yaitu masalah liberali-
sasi dan semangat kerja-
sama Variabel yang diangkat
sebagai faktor pengaruh
adalah liberalisasi dan sema-
ngat kerjasama. Berdasar-
kan faktor-faktor pengaruh

Ketahanan Nasional Terhadap Lingstra Secara Intermasional

Idiologi

Politik

Ekonomni

Sosbud

Hankan

e o e

Issue HAM Demokrasi Liberalisasi
Panca Gatra | Issue HAM | Demokrasi | Liberalisasi| Jumlah | Ranking
Ideologi 0.19 0.19 0.14 0.15 3
Politik 0.46 0.35 0.40 1.21 1
Ekonomi 0.11 0.19 0.24 0.54 2
Sosbud 0.07 0.07 0.08 0.22 4
Hankam 0.19 0.19 0.14 0.51 3

tersebut, maka besaran_ nilai pengaruh terhadap Panc
Gatra adalah sebagai berikut :

Panca Gatra Liberalisasi.| Kerjasama Jumlah Ranking
Weologt— | 013 019 033 < S
Politik 0.40 0.35 0.76 1
Ekonomi 0.24 0.19 0.44 2
Sosbud 0.08 0.07 0.15 4
Hankam 0.14 0.19 0.33 3




Dari tabel di atas terlihat
parameter politik memiliki nilai
tertinggi dilihat dari Ling-
kungan Strategis regional, hal
ini mengandung konsekuensi
logis karena masih adanya
beberapa kontlik antara
negara ASEAN

Perkembangan Nasional

Dalam analisis Profil
Pertahanan Nasional akan
dilihat kondisi Tannas pada
era Orde Baru maupun pada
era Reformasi. Sebelum
melakukan penilaian maka
disusun struktur <hirarki
permasalahan sebagai
berikut :

Dari tabel di atas dapat disim-
pulkan sebagai berikut :

I) Tidak ada perubahan pada
Tri Gatra pada masa Orde
Baru maupun masa refor-
masi, hal ini logis karena
sifatnya relatif alamiah.

2) Terjadi penurunan Panca
Gatra pada masa Orde
Baru 0,655 menjadi 0,335
pada Orde Reformasi, hal
ini disebabkan-adanya peru-
bahan-perubahan yang ter-
jadi pada parameter Politik
dan Ekonomi.

3) Secara totalitas (Astra
Gatra) telah terjadi penu-

KETAHANAN NASIONAL

runan Ketahanan Nasional
dari masa Orde Baru (0,57)
menjadi 0,43 pada masa
Orde Reformasi, sehingga
kondisi Tannas pada era
Orde Baru ternyata relatif
lebih baik dibandingkan
dalam era Reformasi.

TRIGATRA PANCA GATRA
Geografi ~ Demografi SDA Ideologi Politik ~ Ekonomi  Sosbud Hankam
ORDE BARU REFORMASI
Hasil perhitungan pembobotan
berdasarkan dari hasil peni-
laian tingkat pengaruh di atas
adalah sebagai berikut :
BOBOT PERUBAHAN
UNSUR TANNAS DARI ORBA KE
GEOGRAFI 0.50 0.50 0
TRI GATRA DEMOGRAFI 0.50 0.50 0
SKA 0.50 0.50 0
IDEOLOGI 0.440 0.560 + 0.120
POLITIK 0.640 0.360 - 0.280
PANCA EKONOMI 0.783 0.217 - 0.560
GATRA SOSBUD 0.560 0.440 - 0.120
HANKAM 0.568 0.432 - 0.140




| Analisis ATHG Ketahanan

Nasional

| Dalam melakukan analisis
| ATHG akan ditinjau pada

keseluruhan aspek Astagatra
terhadap faktor lingkungan
strategis bersifat internal
maupun eksternal. Struktur

Internal

Ketahanan Nasional

/\

Eksternal

e

e

Analisis ATHG adalah sebagai Keunggulan  Kelemahan Ancaman Peluang
berikut :
Dari hasil penilaian dapat
digambarkan bahwa _posisi
Ketahanan Nasional adalah
sebagai berikut.:
1) Perhitungan Faktor Internal
Ideologi | Politik Ekonomi | Sosbud | Hankam | Bobot
Keunggulan 0.11 0.07 0.07 0.03 0.05 0.34
Kelemahan 0.05 0.22 0.22 0.06 0.11 0.66
Selisih - 0.33
2) Perhitungan Faktor Internal
Ideologi | Politik Ekonomi | Sosbud | Hankam | Bobot
Ancaman 0.1 0.24 0.24 0.04 0.11 - 0.72
Peluang 0.05 0.07 0.06 0.04 0.05 0.28
Selisih - 0.43
Dalam analisis. ATHG, maka
posisi Tannas apabila dilihat dari
faktor lingkungan strategis
|| secara internal dan eksternal A Peluang 4
dapat dilihat pada gambar I |
di bawah ini.
Kelemahan > Keunggulan
Posisi Tanas @ - - - - {
1] v
7 Ancaman



Dari hasil perhitungan analisis
ATHG ternyata posisi Tannas
yang dipengaruhi oleh faktor
lingkungan strategis secara in-
ternal dan eksternal berada
pada posisi kwadran ke Il
yang berarti kondisi Tannas
dalam kondisi Survival.

PERAN SISMENNAS DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL
POLITIK

SISMENNAS merupakan
suatu sistem dimana mana-
jemen adalah merupakah
faktor upaya, yangmeng-
gunakan organisasi sebagai
faktor sarana, serta adminis-
trasi sebagai /faktor karsa
-yang memberi arah dan per-
paduan dalam ‘merumuskan,
mengendalikan pelaksanaan,
dan mengawasi serta menilai
hasil pelaksanaan kebijak-
sanaan pemerintahan demi
tercapainya tujuan nasional
yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur utama SIS-
MENNAS dalam bidang ke-
tatanegaraan . meliputi : ( | )
negara sebagai or-
ganisasi kekuasaan
yang mempunyai
hak dan peranan ter-
hadap pemilikan, pe-
ngaturan, dan pe-
layanan yang diper-
lukan dalam rangka
usaha mewujudkan
cita-cita bangsa; (2)
bangsa Indonesia
sebagai unsur “pe-
milik- negara” ber-
peran untuk menen-
tukan sistem nilai dan
arah/haluan kebijak-
sanaan negara yang

. E
. ~f

.  SECLY
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man bagi penyusunan penye-
lenggaraan fungsi-fungsi
negara, (3) pemerintah sebagai
unsur “manajer dan penguasa”,
berperan dalam penyeleng-
garaan fungsi-fungsi peme-
rintahan umum dan pem-
bangunan ke arah cita-cita
bangsadan kelangsunganserta
pertumbuhan negara; dan (4)
masyarakat adalah unsur
“penunjang dan pemakai” yang
berperan-baik-sebagai_kon-
tributor, penerima dan kon-
sumen bagi berbagai hasil
kegiatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan tersebut
di atas.

Sejalan dengan pokok
pikiran' tersebut di_atas, maka
dilihat secara struktural unsur-
unsur-utama SISMENNAS
Tersebut tersusun atas empat
tatanan (sefting) yang dilihat
dari dalam. ketluar adalah
sebagai berikut: (1) Tata'lak-
sana Pemerintahan/(TLP); (2)
Tata Administrasi Negara (TAN);
(3), Tata Politik Nasional (TPN);
(4) Tata Kehidupan Masyarakat
(TKM).

“DHARMA - W

TLP dan TAN merupakan
“tatanan dalam (inner setting)"
SISMENNAS dimana proses
manajemennya sendiri ber-
pangkal TPN dan TIM me-
rupakan “tatanan luar (outer
setting)’” SISMENNAS, yang
merupakan faktor lingkungan
sebagai sumber aspirasi dan
kepentingan rakyat serta sum-
ber kepemimpinan nasional
maupun sebagai penerima

hasil-hasil keluaran SIS-
MENNAS.

“Secara proses SISMENNAS
berpusat kepada suatu

rangkaian pengambilan ke-
putusan yang berkewenangan,
yang .terjadi\ pada tatanan
dalamTAN danTLP sehingga
merupakan suatu tatanan yang
dapat ' disebut, Tatanan
Pengambilan Keputusan Ber-
kewenangan (TPKB).
Rangkaian kegiatan dalam
TPKB menghasilkan berbagai
Keputusan yang terhimpun
dalam proses arus keluar dan
selanjutnya disalurkan ke TPN
dan TKM. Arus keluar ini pada
dasarnya. merupakan tang

digunakan sebagai
landasan dan pedo-

— 7 i P e [ 2] :
Geaung ASTA GATRA, wahana pengembiengan caion
permimpin bangsa (Dok. Lemhannas)



gapan Pemerintah terhadap-
berbagai tuntutan, tantangan
serta peluang bagi ling-
kungannya. Keluaran tersebut
pada umumnya berupa ber-
bentuk (hirarki) perundangan
peraturan tertentu, sesuali
dengan sifat permasalahan
dan klasifikasi kebijaksana-
an serta instansi atau pejabat
yang mengeluarkannya. Pada
Tatanan Pengambilan Ke-
putusan Berkewe-
nangan (TPKB),
yang merupakan inti
SISMENNAS terse-
lenggara fungsi-
fungsi yang: men-
transformasikan
kepentingan kema-
syarakatan ataupun
kebangsaan yang ber-
sifat politis, kedalam
bentu-bentuk adminis- &
tratif untuk memudah-
kan pelaksanaannya g
serta meningkatkan e
daya' guna dan hasil',
gunanya, yang meli-
puti ‘hasil perencana-
an, pengendalian dan
penilaian.

P .
aw
e
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Pada aspek/Arus Keluar
maka secara - fungsional
SISMENNAS diharapkan untuk
menghasilkan :

a. Aturan, norma, patokan,
pedoman dan lain se-

disebut
publik

singkat dapat
Kebijaksanaan
(Public Policis);
b. Penyelenggaraan, pene-
rapan, penegakan, ataupun
pelaksanaan berbagai ke-
bijaksanaan nasional yang
berlazim dijabarkan dalam
sejumlah program dan
berbagai kegiatan;

infrastruktur

bagainya yang secara —

—

c. Penyelesaian segala ma-
cam perselisihan, pelang-
garan dan penyelewengan
yang timbul sehubungan
dengan penentuan, pene-
rapan, penegakan dan pe-
nyelenggaraan kebijak-
sanaan umum serta pro-
gram tersebut dalam
rangka pemeliharaan
tertib hukum.

pada tahap TKM, memer-
lukan pengolahan pada tahap
yang lebih tinggi untuk mem-
peroleh keputusan atau per-
mufakatan. Maka oleh karenz
itu harus dijadikan masukar
bagi tahap Tata Politik Nasi-
onal (TPN). Pada tahap TPN
ini kepentingan masyaraka
itu tersaring dan terolah oleh
perpaduan dengan nilai-nila
kebangsaan sehingga sifatnye

S
%

“

vang tidak tepat menimbuikan
ingkungan (Foio istirmewa),

"

dampak

POSISI DAN PERANAN . berubah menjadi kepentingai

INFRASTRUKTUR POLITIK

DALAM SISMENNAS

Struktur

Tata kehidupan-dalam SIS-
MENNAS-di-mutai-dari-Tata—bagaankepartaian potitik
Kehidupan Masyarakat (TKM)
sampai Tata Laksana Peme-

rintahan (TLP) mengatur
kepentingan  masyarakat
(societal

yarakat yang ideal.
Keperitingan

masyarakat
yang tidak dapat, terpenuhi

nasional. Pada tahap TPN ad:
dua kelompok kelembagaai
yang merupakan sarana utami
bagi terwujudnya dan ter
selenggaranya kepemim
pinan nasional yaitu kelem

kelembagaan organisas
massa, media massa da
lain sebagainya.

Permasalahan yang timbt

interest) dalam dalam TKM ini diantarany
mewujudkan cita-cita rakyat
menuju tata kehidap mas-

yaitu aspirasi yang bersum
ber dari TKM tidak mendape
saluran yang wajar sebage
arus masuk baik ke struktt
di atasnya yaitu TPN atau k



TAN/TLP akibat adanya
kesenjangan-kesenjangan
yang terjadi antar pemimpin
LSM dan orsospol dengan
kesenjangan yang terjadi
antar pemimpin LSM dan
orsospol dengan masya-
rakat, dan lemahnya kelem-
bagaan Ormas yang ada.
Hal ini menyebabkan ke-
tidak mampuan TKM dalam
merumuskan aspirasi yang
hidup dan berkembang di
masyarakat. Budaya komuni-
kasi politik yang memakai
model top-down tidak-bers
sumber pada aspirasi‘masya-
rakat dalam TKM/ddn Ber-
akibat buruk pada pelak*
sanaan demokrasi dan+keda-
ulatan rakyat/ Hal ini dapat
menyebabkan ‘kesenjangan
atau krisis kepercayaan serta
lemahnya partisipasi masya-
rakat dalam peranannya arus
masuk ke TPN maupun
TAN/TLP.

Tatanan Pengambilan ke-
putusan Berkewenangan
memerlukian berbagai
masukan Yang bersifat

. nt

N e

L

Demo di Ambon (Dok

kepentingan masyarakat
dan bangsa untuk di olah.
menjadi alternatif-alternatif,
yang harus dipilih dan di-
putuskan sebagai kebijak-

sanaan umum maupun pro- -

gram nasional TPKB memer-
lukan orang-orang yang ber-
wibawa dan mendapat ke-
percayaan dari rakyat.

Fungsi

Fungsi-pokok SISMENNAS
adalah pemasyarakatan
politik, yang berarti 'bahwa
segenap usaha dan kegi-
atan SISMENNAS diartikan
pada penjaminan hak dan
penertiban_kewajiban rakyat.
Pada pembahasan ini pen-
jaminanhakrakyatpada
pokoknya befupa terpenuhi-
nya berbagai kepentingan.
Pada proses -arus ‘masuk
terdapat dua fungsi yaitu pe-
ngenalan kepentingan dan
pemilihan  kepemimpinan:
Fungsi pengenalan
dalam rangka kehidupan ke-
negaraan Kelembagaan

.BB) (Foto istimewa)

Negara yang suatu bangsa
diperlukan untuk menum-
buhkan kesadaran, penge-
tahuan dan kejelasan tentang
segala sesuatu yang diperlu-
kan atau yang dirasakan oleh
seluruh rakyat pada tatanan
TKM, TPN dan TPKB.

Fungsi TKM meneruskan
aspirasi masyarakat yang
tumbuh di tatanan ini melaluj
partai politik atau organisasi
masyarakat. Keinginan rakyat
yang mendambakan kehi-
dipan yang ideal disalur-
kan melalui sarana sesuaij
pola sosial budaya dengan
unsur falsafah hidup, ling-
kungan fisik dan cara hidup

Fungsi TPN ‘harus menam-
pung ‘aspirasi ‘'masyarakat
untuk dijadikan ‘keputusan
politik untuk seterusnya untuk
diperjuangkan-sebagai masu-
kan pada TPKB dan memas-
yarakatkan keputusan-ke-
putusan dari TPKB kepada
masyarakat.

Fusngsi TPKB dan TAN
harus mampu /mentrans-
formasikan-masukan-masukan
politik dari TPN men:-
jadi kepenting ne-
gara/masyarakat dan
- di’ transformasikan
menjadi suatu ke-
pentingan umum.
Pembentukan
penyelenggaraan
Tata Pengambilan
Keputusan Berke-
wenangan adalah
masukan hasrat dari
masyarakat agar
mampu membuat
program-program
sesuai dengan ke-
pentingan
masyarakat, karena
negara Rl ini meru-



pakan negara kebangsaan
dan kedaulatannya ada di
tangan rakyat.

Sebagai faktor sarana
Kelembagaan Negara yang
merupakan penjelmaan ke-
daulatan Rakyat. aparatur
negara harus mampu me-
nyuarakan kepentingan mas-
yarakat dan aparatur negara
sebagai birokras juga harus
mampu menjalankan me-
kanisme pemerintahan yang
berpihak kepada rakyat.

Dengan demikian.ormas
melalu pengaruhnya dapat ikut
mengarahkan kebijakan publik
guna mencapai sasaran yang
diinginkan serta mengun-
tungkan. Sasarannya antara
lain adalah agar kebijakan
yang dihasilkan bermanfaat
bagi kelompok yang tertinggal
dan terbelakang dan' mem-
berikan ruang kepada peran
.serta masyarakat dalam
program pembangunan.
Dorongan lain untuk mem-
pengaruhi pembuatan  ke-
bijakan publik adalah
kesadaran ormas sendifi
bahwa usaha pemba-
ngunan berskala kecil yang
mereka lakukan akan gagal
kalau tidak ‘didukung oleh
kondisi-kondisi makro.

Tuntutan terhadap < ke-
bijakan pemerintah. akan
terpenuhi jika ormas mem-

strategi yang digunakan serta
sumber daya yang dimiliki.

Kompleksitas hubungan
dengan pemerintah serta
berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam pemilihan
bentuk strategi menjadikan
upaya ormas untuk berpe-
ngaruh dalam perumusan
kebijakan publik sebagai se-
suatu yang tidak mudah.

Ormas sebagai organi-
sasi-independen seharusnya
dapat ikut-.mengarahkan
(mengoreksi) kebijakan publik
untuk mencapai sasaran yang
diinginkan oleh organisasi
dimaksud yang berang-
gotakan kelompok masya-
rakat; \Namun dalam Ke-
nyataanpnya tidak demikian,
karena- selama. ini ormas
tidak. mampu. menjalankan
fungsinya di dalam men-
jembatani: kepentingan an-
tara masyarakat 'dan pe-
merintah.

Di dalam kehidupan sosial
politik, pemerintah terlalu
banyak campur tangan dan
ini-menunjukkan lemahnya
peranan .dan. fungsi orsospol
maupun ormas.

PEMBERDAYAAN

INFRA-STRUKTUR
POLITIK

Penyampaian-aspirasi rak-

TKM dapat disebabkan karene
masyarakat tidak tahu atat
tidak bisa mengidentifikasikar
kepentingannya, tidak bise
menyalurkannya yaitu tidal
tahu parpol mana yang bise
menyalurkannya atau tidal
mau menyalurkan aspirasinya
Pada TPN tidak tersalurkan
nya aspirasi masyarakat bis:
juga terjadi karena TPN, antar:
lain parpol, ormas, dalam situas
dan kondisi tidak tahu, tidal
mampu atau tidak mau untu
mengartikulasikan dan menya
lurkan aspirasi tersebut.
Aspirasi rakyat dalam fungs
pengenalan kepentingan da
pemilihan kepemimpinan ke
duanya menjadikan pendape
umum | pada Tata Politi
Nasional (TPN). Pemasya
rakatan politik diselenggare
kan untuk meningkatkan pe
ngetahuan dan kesadara
tentang kewajiban dan ha
rakyat dalam kehidupan be
negara. Selanjutnya dalar
peran politik melalui lembag
partai politik, organisasi mass
dan media massa berfung:
sebagai pengamat.
Kenhyataan menunjukka
selama ini bahwa begit
dominannya pemerintah (TA
dan TLP) sebagai pelaksar
kekuasaan eksekutif dalai
pemerintahan, sehingga me
matikan aspirasi murni da

punyai-pengaruh-yang kuat—yat-yang tidak tersaturkanm—masyarakatAspirasi terseb:

didalam proses pembuatan
kebijakan publik. Derajat
pengaruh ormas terhadap
perumusan kebijakan akan
tergantung pada beberapa hal
diantaranya adalah jenis,
macam maupun tingkat
kebijakan, akses kepada
pembuat kebijakan, derajat
konflik yang mungkin timbul,

dapat merupakan spektrum
yang negatif dalam sikap dan
tindak yang tidak loyal, tidak
taat dan tidak disiplin bahkan
dalam wujud demonstrasi,
oposisi, perlawanan dan
pemberontakan yang dapat
memperburuk keadaan krisis
nasional. Tidak tersalurkan-
nya aspirasi masyarakat pada

tidak diolah dan dituangke
menjadi kebijakan publik ole
suprastruktur bahkan seb:
liknya kadang-kadang. pihe
pemerintah mendiskreditke
begitu saja dengan argume
tasi yang kurang tepat. Kond
yang demikian ini menyeba
kan rakyat menjadi apatis. H
yang demikian ini memberi i



dikasi bahwa aspirasi ma-
syarakat tersumbat pada TKM
karena adanya kepanjangan
tangan dari pemerintah (TAN
dan TLP) sampai ke TKM
dalam arti yang negatif.
Golkar begitu dominan dan

besar pengaruhnya pada pe-

merintah dan sebaliknya, me-
nyebabkan adanya penekanan
terhadap parpol yang ada.
Pada kondisi seperti ini korup-
si, kolusi dan nepotisme ber-
kembang secara subur pada
TPN sehingga aspirasi mas-
yarakat tidak ditanggapi-bah=
kan tidak dihiraukan.«Me-
ngenai rekruitmen atau pemi-
lihan kepemimpinan, justru
terjadi kolusi dan nepotisme
dimana jelas terlihat -bahwa
"AMPI" (Anak, Menantu,
Ponakan dan Isterinya) muncul

pada keanggotaan DPR/MPR,,

pada anggota MPR yang
diangkat lebih banyak dari-
pada yang dipilih, semua
Menteri, Gubernur, semuanya
otomatis menjadi angota MPR.
Hal yang demikian inilah yang
menunjukkan bahwa bukan
lagi aspirasi masyarakat ba-
nyak yang disalurkan, tetapi
kepentingan kelompok elit
yang mengatasnamakan ke-
pentingan masyarakatlah yang
disalurkan. Dari beberapa
contoh tersebut di atas inilah
yang terkulminasi dan menjadi

salah satu penyebab bagi

terjadinya krisis asional.
Kemampuan, kualitas dan
kemandirian organisasi sosial
politik organisasi kemasya-
rakatan dan lembaga ke-
masyarakatan lainnya dalam
pembangunan politik perlu te-
rus dimantapkan untuk lebih
meningkatkan kemampuan
menjalankan peranannya
sebagai penampung dan pe-

nyalur aspirasi rakyat secara
lebih berkualitas dan bertang-
gung jawab dalam tatanan
kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Oleh karena itu
langkah pemberdayaan infra-
struktur politik harus dilakukan,
meliputi langkah-langkah res-
trukturisasi, refungsionalisasi
dan revitalisasi agar mekanis-
me politik_atau_mekanisme
hubungan.antara lembaga-di
dalam suprastruktur dan
infrastruktur dan hubungan
antara supra dan infrastruktur
politik dijiwai dengan semangat
kekeluargaan dalam tatanan
Demokrasi Pancasila.

KESIMPULAN

a. Keberhasilan pembangunan
telah berpengaruh secara
struktural dalam berbagai
bidang ekonomi dan sosial
budaya. Jumlah masyarakat
miskin pada awal Pelita VI
dapat . ditekan hingga
menjadi 15%, sedangkan
awalnya mencapai 35%.
Golongan masyarakat ber-
masyarakat berpenghasilan
menengah ke atas telah
mencapai 20% dimana
pada awalnya (Pelita 1)
hanya 2%. Tingkat kesa-
daran politik masyarakat
makin-tinggi selaras dengan
jumlah perkembangan
masyarakat terdidik.

b. Kondisi sosial politik yang
menjadi salah satu bagian
penting dari pembangunan
Nasional Indonesia pada
saat ini disamping memiliki
dimensi ekonomi juga me-
miliki dimensi politik, sosial
keamanan dan budaya yang
menumbuhkan dan menun-

jang berkembangnya kon-
disi yang stabil dan dinamis.
Pembangunan sosial eko-
nomi berjalan secara
simultan serta berkaitan
dengan pembangunan di
bidang sosial, politik,
keamanan dan budaya.
Dengan demikian terjadi
suatu hubungan antara
kehidupan sosial ekonomi
dengan sosial politik, sosial
budaya, dan keamanan
yang pada dasarnya saling
menghidupi dan meleng-
kapi.

c. Kondisi ini terus berjalan
hingga'medio 1997, namun
di'saat itu juga terjadi krisis
moneter dan berkembang
menjadi krisis ekonomi
bahkan mencapai krisis
total, “sehingga berpe-
ngaruh negatif secara
struktural dalam berbagai
sendi kehidupan berbangsa
dan bertanah air yang pada
gilirannya -akan berpe-
ngaruh terhadap kondisi
ketahanan nasional.

d. Atas dasar tersebut di atas,
maka perlu upaya-upaya
secara menyeluruh dan ter-
padu dalam mewujudkan,
ketahanan nasional. Dalam
hal ini'konsep Ketahanan
Nasional meliputi 8 aspek
(Astagatra) meliputi Trigatra
yaitu geografi, demografi,
dan sumber kekayaan alam,
dan Pancagatra yang terdiri
dari ldeologi, Politik, Eko-
nomi, Sosial Budaya, dan
Hankam. Disamping faktor-
faktor lingkungan strategis
dari dalam, faktor-faktor dari
luar yang mempengaruhi
ketahanan nasional meli-
puti isu HAM, Demokrasi
dan Liberalisasi.

e. Telah terjadi kemunduran



peran dan fungsi infra-
struktur politik yang di-
sebabkan oleh: (1) Imple-
mentasi sistem politik
Indonesia yang selama ini
dilaksanakan kurang men-
cerminkan Demokrasi Pan-
casila yang dijiwai oleh
kelima silanya dan ternyata
banyak penyimpangan
terjadi yang justru menim-
bulkan kesenjangan sosial
yang lebih besar; (2) Pada
saat sebelum dan masuk ke
dalam era reformasi ini,
terlihat bahwa. aspirasi rak-
yat sebagai ' cerminan De-
mokrasi-Pancasila belum
mendapat tempat yang
luas/dalam sistem politik
Indonesia.

SARAN

Beberapa langkah tindak lanjut
yang perlu dilaksanakan dalam
rangka pemberdayaan infra-
struktur politik dalam rangka
memantapkan Ketahanan
Nasional adalah:
a.'Menciptakan sistem politik
yang Jlebih terbuka-yang

ditandai dengan semakin
tingginya loyalitas dan
dedikasi rakyat terhadap
sistem politik yang berlaku.
Semakin akomodatifnya
sistem itu terhadap tuntutan
dan aspirasi yang datang
dari rakyat, pada gilirannya
akan menghilangkan akar-
akar kecurigaan seiring
semakin kokohnya sema-
ngat persatuan, kerjasama,
solidaritas_dan tanggung
jawab di berbagai iklim
hubungan politik yang-men-
dorong kekuatan sosial
politik untuk bersaing se-
cara sehat dalam upaya
bersama mengamalkan
Pancasila.

b."Pemberdayaan infrastrukt
politik
Pemberdayaan-infrastruktur
polititk melalui reformasi
(perubahan) pada sistem
politik Indonesia yang se-
suai dengan jiwa demok-
rasi Pancasila, terutama
pada struktur, mekanisme,
budaya seria partisipasi
dan komunikasi .

¢. Memperkuat peranan ke-

Ir. Tjuk Sukardiman, Msi Alumnus KRA XXXI Lemhanas

mitraan suprastruktur polit
yang mendukung pembe
dayaan infrastruktur polit
melalui peningkatan peral
nya dalam arti sistem polit
dan mekanisme pemeril
tahan yang dapat memt
nuhi fungsinya, untuk te
wujudnya good governanc
yaitu dengan menyelese
kan ketegangan dan m!
nyesuaikan diri denge
perubahan, mampu me
capai tujuan nasional de
mampu berperan sebag
sarana integrasi nasional.

. Melakukan reformasi

bidang politik di sampil
ekonomi dan hukum yau
sesuai dengan aspira
rakyat, sebagai langks
fanggap terhadap prost
menuju kultur era reforma
khususnya pada tingk
suprastruktur, agar pemb
ngunan nasional dapat be
jalan lancar di dalam me
capai tujuan nasional sek
ligus sebagai langkah me
menjalankan pembang
nan dengan menjalank
sistem Demokrasi Pancasi
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